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PENDAHULUAN

Desa termasuk dalam wilayah kabupaten dan merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang berwenang mengelola urusan masyarakat
sesuai asal usul yang diterima pemerintahan nasional. Pemerintah
pusat dan daerah telah melaksanakan berbagai strategi
pembangunan desa. Salah satunya adalah pengaturan pembagian
keuntungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang bertujuan
untuk mendorong pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat.
Mengingat desa memiliki berbagai permasalahan yang terus-
menerus memengaruhi  mereka dan cenderung terstigma,
pembangunan desa harus menjadi skala prioritas . Eksistensi desa
secara yuridis formal sesuai UU No, 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
dimana Pasal 1 ayat 1 berisi desa adalah kesatuan masyarakat
hukum dengan batas wilayah yang berwenang mengelola
kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak
asal usul yang diakui pemerintahan IndonesiaDana desa adalah
dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan
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pembinaan kemasyarakatan yang diambil dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan disalurkan kepada desa dan
desa adat melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota . Tujuan dana desa tentu saja untuk mencapai
kesejahteraan bangsa . Penyelenggaraan dana desa merupakan
salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, termasuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemampuan
pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, yang meliputi fungsi
pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan, sangat
memengaruhi upaya pencapaiannya. Anggaran diperlukan untuk
melaksanakan  fungsi negara, Kkhususnya pemberdayaan
masyarakat yang dipengaruhi sosial, budaya, politik, pertahanan
dan keamanan masyarakat . Sebelum ada dana desa, Pendapatan
asli desa dan alokasi dana desa merupakan bagian dari
pendapatan desa. ADD merupakan persentase dari saldo kas
pemerintah daerah, sedangkan pendapatan asli desa berasal dari
perdagangan, kekayaan, swadaya masyarakat, dan keterlibatan
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PENDAHULUAN

masyarakat. Pendapatan desa sebagian besar berasal dari uang yang
diambil dari APBN kemudian ditingkatkan secara signifikan .
Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan program dana
desa demi kesejahteraan rakyat, dorong terwujudnya pembangunan
merata. Keuangan desa mendukung terwujudnya desa yang lebih
egaliter, peningkatan layanan publik desa, penguatan ekonomi desa,
pemberdayaan masyarakat desa, dan penurunan angka kemiskinan.
Menurut Azizpenggunaan dana desa efektif jika penerapannya
selaras dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu indikator
keberhasilan pemanfaatan keuangan desa untuk pembangunan desa
adalah sejauh mana dana tersebut diserap sesuai dengan prioritas.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi telah berkali-kali mengeluarkan peraturan perundang-
undangan tentang prioritas pemanfaatan keuangan desa selaras
prioritas nasional untuk mendukung pernyataan ini. Dalam konteks
penelitian ini, pembangunan desa yang menjadi fokus kajian
merupakan bentuk pembangunan fisik.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa (Dalam Triliun Rupiah) di Indonesia

Sumber: Sistem Informasi Desa

Dari Tabel 1 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi
dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang cukup
signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana
desa mencapai Rp72 triliun, sementara pada 2022, jumlah
tersebut turun menjadi Rp68 triliun, dan kembali naik pada
2023 menjadi Rp70 triliun. Meskipun alokasi dana desa
meningkat setiap tahunnya, pemanfaatan dana tersebut
sering kali terkendala oleh berbagai faktor. Di antaranya
adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat
desa, rendahnya pengawasan dan transparansi dalam
pengelolaan dana, serta minimnya inovasi _dalam
pemanfaatan dana untuk pembangunan yang berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Selain itu, ketidakmerataan distribusi dana dan perbedaan
antara desa maju dan desa tertinggal juga menjadi isu yang
perlu diperhatikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan
mendesak untuk mengevaluasi bagaimana dana ini dapat
digunakan lebih efektif dan efisien, serta untuk
mengidentifikasi  kendala-kendala yang menghalangi
pemanfaatan optimal dana desa.

Problematika dalam pengelolaan dana desa umumnya
terletak pada tahap implementasi, khususnya menyangkut
pemanfaatan dan pengawasan dana yang belum berjalan
secara optimal. Permasalahan nasional ini antara lain berupa
pelaporan penyaluran dan penggunaan dana yang belum
dikomunikasikan secara transparan, rendahnya partisipasi
masyarakat yang menyebabkan program tidak tepat sasaran,
penggunaan dana di luar skala prioritas, minimnya bukti
pendukung penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan
kegiatan yang seharusnya dilakukan secara swakelola
namun justru dikerjakan oleh pihak ketiga. Permasalahan
tersebut turut terjadi di Desa Krembung, yang setiap
tahunnya menerima Alokasi Dana Desa untuk mendukung
pembangunan desa.

Implementasi dana desa di Desa Krembung diarahkan pada
kegiatan pembangunan yang sebagian besar berupa
pembangunan fisik seperti perbaikan infrastruktur jalan,
saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya yang berdampak
langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Tabel 2. Penerimaan Dana Desa di Desa Krembung Tahun 2021-
2023

2021 |Rp. 820.000.000
[ 2022 |Rp. 815.000.000

(2023 [Rp.829.000000 |
Sumber: Pagu Dana Desa Krembung Tahun 2021-2023, Diolah penulis, 2024.

Dari Tabel 2 dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, alokasi
dana desa mengalami fluktuasi, dengan jumlah yang signifikan
setiap tahunnya. Pada tahun 2021, alokasi dana desa mencapai
Rp820 juta, sementara pada 2022, jumlah tersebut turun
menjadi Rp815 juta, dan kembali naik pada 2023 menjadi
Rp829 juta. Dapat diketahui bahwa meskipun dana yang
diterima cukup besar, pengelolaan dana desa terkendala oleh
keterbatasan SDM yang memiliki keahlian pengelolaan
keuangan desa. Hal ini seringkali menyebabkan pemakaian

SR b niversi 4
UMS":)? @ www.umsida.ac.id umsida1912 3 umsidal912 f ;r’riué;g:arrjfﬁgdiyah € umsidalo2




PENDAHULUAN

dana yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan
masyarakat dan tidak maksimal dalam meningkatkan
kesejahteraan desa. Agar masyarakat dapat maju,
pemerintah desa harus selalu bersikap terbuka dan jujur,
termasuk dalam hal penggunaan uang desa. Dana desa yang
diperoleh Desa Krembung setiap tahunnya terus bertambah
sehingga pemerintah desa dapat menggunakan dana tersebut
untuk pemberdayaan, pembinaan, dan pengembangan
masyarakat. Meskipun demikian, pemberdayaan dan
pertumbuhan masyarakat masih dianggap tidak seimbang.
Banyak masyarakat yang mengakui bahwa dampak sektor
pembangunan khususnya terlihat pada subsektor pekerjaan
umum dan tata ruang, seperti perbaikan akses jalan desa dan
saluran air untuk penanggulangan banjir. Hal ini terjadi
akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada
masyarakat, sehingga sebagian warga Desa Krembung tidak
mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dan apa
prioritasnya.
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PENELITIAN TERDAHULU

1. Yurrike Chintya Dewi (2018) “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Sidoarjo”

Berdasarkan observasi dan penelitian di lapangan, ditemukan bahwa komunikasi terhambat karena tidak adanya sosialisasi ruang terbuka
hijau kepada masyarakat. Sumber daya yang tersedia belum memadai. Dinas Pertamanan sebagai pelaksana program sudah memiliki sikap
yang tepat dalam melaksanakan kebijakan. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebabkan struktur birokrasi tidak
berfungsi dengan baik. Ditemukan sejumlah kendala yang menghambat proses pelaksanaan, antara lain keterbatasan dana, minimnya tenaga
pengawas lapangan, dan minimnya kontribusi masyarakat akibat minim sosialisasi.

2. Fransisca Winarni (2016) “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Wukirsari,

Kabupaten Sleman”

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Desa Wukirsari telah berhasil melaksanakan kebijakan pemanfaatan dana desa berdasarkan
PP 60 tahun 2016. Pembangunan fisik merupakan hasil pembangunan melalui pemanfaatan dana daerah. Komunikasi yang efektif,
ketersediaan sumber daya (baik kapasitas finansial maupun peralatan), struktur birokrasi yang tertata dengan baik, serta pola pikir birokrasi
yang berdedikasi untuk meningkatkan pembangunan desa merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan
kebijakan tersebut.

3. lke Nur afifah (2023) “Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan”

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa: dimensi komunikasi, kejelasan informasi dalam komunikasi tidak dapat diungkapkan
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PENELITIAN TERDAHULU

secara tepat karena para pelaksana masih saling salah paham. Berkat kerja sama antara Pemerintah Desa Kemiri Kabupaten Sidoarjo, serta
dukungan dari penduduk desa setempat, dimensi sumber daya manusia cukup baik. Dimensi disposisi menunjukkan kemauan, kemampuan,
dan komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan keuangan desa di Desa Kemiri yang dilandasi oleh anggapan bahwa respon positif
berupa dukungan pelaksana sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Buku pedoman pelaksana pembangunan merupakan salah
satu komponen struktur birokrasi yang berfungsi sebagai prosedur operasi standar untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang
dijadwalkan memberikan hasil yang sebaik-baiknya.

4. Hj. Rahmi Hayat (2017) “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Di Desa Garagata Kecamatan
Jaro Kabupaten Tabalong”

Berdasarkan hasil penelitian, Desa Garagata telah berhasil melaksanakan kebijakan alokasi dana desa. Namun demikian, ada beberapa faktor
yang mendukung terlaksananya kebijakan alokasi dana desa di Desa Garagata, seperti komunikasi yang jelas dan konsisten dari pelaksana
kebijakan ADD, serta sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebut., Namun, kurangnya pendanaan dari luar dan kapasitas
ADD yang relatif buruk untuk menggunakan sumber daya merupakan kendala utama dalam penerapan kebijakan ADD di Desa Garagata.
Rekomendasi yang diberikan meliputi pemberian instruksi dan pelatihan kepada pelaksana ADD, perancangan sistem aplikasi komputer, dan
perolehan pendanaan dari sumber lain.
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TEORI PENELITIAN

Menggunakan teori implementasi menurut (George C. Edward Il ) terdapat empat variable
didalamnya. 1. Komunikasi, yang menunjukkan bahwa setiap kebijakan dapat berhasil
diimplementasikan jika ada komunikasi yang baik antara kelompok sasaran dan pelaksana program
(kebijakan). 2. Sumber daya, yang menyatakan bahwa sumber daya keuangan dan manusia yang
cukup diperlukan untuk mempertahankan setiap kebijakan. 3. Disposisi, yang menunjukkan sifat-
sifat yang paling kuat terkait dengan orang yang melaksanakan kebijakan atau program. Kejujuran,
dedikasi, dan demokrasi adalah sifat-sifat penting yang harus dimiliki oleh pelaksana. 4. Struktur
birokrasi, yang menunjukkan pentingnya organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan.
Metode dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri adalah dua komponen penting dari sistem
birokrasi ini.
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METODE PENELITIAN

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

JENIS DATA LOKASI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini  menggunakan jenis - Data primer Berlokasi di Desa Krembung, Tekni_k_ pen_gl_JmpuIan data dalam
penelitian deskriptif dengan metode « Data sekunder Kecamatan Krembung, Kabupaten penellt!an Ir_n adalah wavyancara

. o Sidoarjo atau interview, observasi, dan
penelitian kualitatif dokumentasi

TEKNIK PENENTUAN INFORMAN TEKNIK ANALISIS DATA FOKUS PENELITIAN

Penelitian ini  berfokus pada

Teknik penentuan informan dalam Data yang telah diperoleh akan dianalisis indikator implementasi
penelitian ini dilakukan dengan metode menggunakan  teknik analisis data menurut George C.
purposive sampling, di mana peneliti menurut Miles & Huberman yang terdiri Edward I11 yaitu komunikasi,
memilih informan  tertentu  yang dari empat langkah yakni pengumpulan sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi.

dianggap relevan, antara lain Kepala
Desa, Bendahara Desa, Kaur
Perencanaan dan masyarakat penerima
manfaat pembangunan desa

data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.

¢
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward I,
komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan berhasil atau
tidaknya sebuah kebijakan. Dalam rangka meningkatkan keberhasilan
pembangunan, penulis menemukan bahwa sebagian masyarakat,
khususnya yang berkecimpung di bidang pembangunan, kurang
mengetahui secara spesifik penggunaan keuangan desa. Masyarakat
masih beranggapan bahwa pemerintah desa kurang transparan dalam
penggunaan uang desa karena laporan penggunaan dana desa, baik
langsung maupun yang ditempel di papan transparansi, hanya berupa
gambaran umum penggunaan dana desa dan tidak ada rinciannya.
Agar tidak timbul kecurigaan di masyarakat terhadap pengelolaan
keuangan desa, pemerintah desa tentu harus menjelaskan dan
memahami sikap masyarakat tersebut.

.l.. H : s . universitas
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Gambar 1. Kegiatan Musrenbangdes

Sumber: Dokumentasi desa, 2024
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Organisasi Pemerintah Desa Krembung

B. Sumber Daya

H. Supandi Kepala Desa

Dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward Ill,
sumber daya merupakan salah satu indikator krusial yang memengaruhi
berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.

Fatchul Chorip Sekretaris Desa

Imam Sholeh  Kasi Pemerintahan

Tabel 3 menjabarkan struktur aparatur Pemerintah Desa Krembung
beserta jabatan dan fungsi masing- masing yang berperan penting dalam
pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat melalui
pemanfaatan dana desa.

Indriyas March Kasi Pelayanan

Ali Muchdori  Kasi Kesejahteraan

Budi Sutrisno  Kaur Perencanaan

Nurtyas Tuti

Jauhari Putri Kaur Keuangan

Tabel 4 menjabarkan seberapa besar dana desa Desa Krembung telah
digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan inisiatif pembangunan
desa sesual aturan.

Nur Yulia W.U.N Kaur Umum dan Tata
Usaha

Kepala Dusun
Krembung

Kepala Dusun
Krembung Timur &
Selatan

H. Sulthon

Jumlah penduduk yang besar tidak memungkinkan desa untuk
memaksimalkan sumber daya manusianya, namun sumber daya keuangan
yang disediakan pemerintah pusat kepada pemerintah Desa Krembung
cukup untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhannya dan
didistribusikan sesuai dengan anggaran desa lainnya.

~X
UMSIDA’

LI Khoiri

Krembung

universitas
muhammadiyah
sidoarjo

@& www.umsida.ac.id umsida1912 9 umsida1912 §

B
rembung d

Sumber: Diolah oleh Pemerintah Desa
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| _No | __Nama | Jabatan | Tugas Pokok dan Fungsi

Penanggung jawab utama pengelolaan
dana desa dan pengambil keputusan
ertinggi.

Mengelola administrasi umum,
keuangan, dan kepegawaian desa.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan
desa.

Memberikan pelayanan kepada
masyarakat di bidang administrasi dan
sosial.

Menangani kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat.

anggaran tahunan desa.

Mengelola keuangan desa, menyusun
laporan pertanggungjawaban keuangan.
Bertanggung jawab atas urusan umum,

administrasi dan dokumentasi
pemerintahan desa.

Koordinator pembangunan dan
pelayanan di wilayah Dusun Krembung.

Mengkoordinasikan pembangunan dan
pelayanan wilayah Timur & Selatan.

Mendukung pelaksanaan program desa

i wilayah dusun masing-masing.




HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4. Data Pengalokasian Dana Desa Krembung

Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat Total Penerimaan Dana Desa

me' 648.000.000 Rp. 172.000.000 Rp. 820.000.000
MRp. 645.000.000 Rp. 170.000.000 Rp. 815.000.000

m Rp. 651.000.000 Rp. 178.000.000 Rp. 829.000.000

Sumber: Laporan Realisasi Dana Desa Krembung, Diolah Penulis, 2024
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HASIL DAN PEMBAHASAN

C. DlSpOS|S| Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Organisasi Perempuan/PKK &

. .. . . . Pemberdayaan Posyandu Kader
Disposisi merujuk pada sikap, kemauan, dan komitmen
pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan
secara sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Menurut Edward Ill, disposisi adalah «kemauan,
keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk
mengimplementasikan kebijakan secara serius guna mencapai
tujuan kebijakan» . Dengan kata lain, meskipun kebijakan
telah dirancang dengan baik, tanpa adanya sikap positif dari
para pelaksana, kebijakan tersebut dapat gagal dalam
Implementasinya.  Selaras dengan temuan lapangan,
Pemerintah Desa Krembung menunjukkan disposisi yang
positif dalam pelaksanaan Dana Desa. Aparatur desa bersikap
responsif terhadap usulan masyarakat, serta menunjukkan
komitmen tinggi dalam penggunaan dana desa untuk
pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

—N i
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Implementasi
Dana Desa di Desa Krembung

m Penanggung Jawab Langkah-Langkah Output yang Dlharapkan

D. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi merupakan pola hubungan antarorganisasi

. L. . . Perencanaan Kaur Perencanaan,l. Identifikasi kebutuhan masyarakat Rencana
dan individu dalam pelaksanaan kebljakan pUbl ik. Edward 111 kegiatan Dana Desa Kepala Desa 2. Musyawarah Desa yang
- - - - - 3. P RKP D it
men.l € I as kan bahwa S_tru ktu r bl rOI_(raSI yang Je I _as dan tl dak Penganggaran Kaur Keuangan,1. I\/T::;Jj;?:n APBDeessa berdasarkan eosll::rlnerrl\o:P:T)es resmi
terfragmentasi menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi [ipana desa Sekretaris Desa RKP Desa -
.- . . . 2. Persetujuan Kepala Desa dan BPD
kebljakan Fl’agmentaSI, atau terputusnya kOOI‘dInaSI dan Sosialisasi programKasi Pelayanan,1. Memberikan informasi program

pembangunan Kepala Dusun kepada masyarakat melalui papan

pembagian tugas Yyang tidak jelas, dapat menyebabkan

asyarakat mengetahu
dan mendukung
pelaksanaan dana

.. . ) ) X informasi, rapat dusun, dan media

kebijakan gagal diimplementasikan secara efektif . Di Desa sosial desa
- - - - Pelaksanaan Kasi Kesejahteraan,1. Pelaksanaan proyek fisik ataulH{ELEENERWERNITE]
Krembung, struktur birokrasi pemerintahan desa menunjukkan pembangunan  TPK kegiatan pemberdayaan  sesuai el 1
1 1 dwal
pembagian peran yang jelas antar perangkat desa. N
; - - - Monitori danKepala Desa, BPD 1. P ik hasil d di |

Tabel 5 menunjukkan adanya struktur birokrasi yang tertib dan Blleaus = vembangunan e A
runtut dalam mengelola dana desa. Setiap kegiatan memiliki s e

pelaksana, output, dan tenggat waktu yang jelas. Pola kerja ini
menunjukkan bahwa Desa Krembung menerapkan prinsip
akuntabilitas dan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaporan Sekretaris Desa, 1. Menyusun laporan realisasi fisik EJs[e] ]! penggunaa
penggunaan DanaKaur Keuangan dan keuangan dana yang akuntabel da
Desa 2. Penyampaian kepada instansigE i EIE

terkait (Kecamatan, Kabupaten)
indak lanjut hasilKkepala Desa, Kaunl. Menindaklanjuti hasil monitoring |Perbaikan d
7 v Revisi rencana atau pelaksanaanpenyempurnaan

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Krembung (2024)
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KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang implementasi dana desa untuk pembangunan masyarakat Desa Krembung dengan empat dimensi
iImplementasi kebijakan menurut Edward 111, Masih terdapat kesalahpahaman antara pemerintah desa dengan masyarakat,
berdasarkan hasil temuan dimensi pertama yaitu komunikasi. Kedua, sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan
dana desa bagi pembangunan masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah Desa Krembung telah mendapatkan sumber
daya keuangan dari pemerintah pusat yang sebanding dengan penyaluran anggaran desa lainnya dan cukup untuk
membangun desa sesuai dengan kebutuhannya. Namun, desa tersebut menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan
sumber daya manusianya karena jumlah masyarakat yang besar dan letak geografisnya. Berdasarkan teori terkait respon
positif berupa dukungan dari para pelaksana sangat krusial, maka disposisi ketiga dalam pelaksanaan dana desa guna
kesejahteraan masyarakat menunjukkan adanya kemauan, kemampuan, dan komitmen dari para pelaksana dalam
pelaksanaan dana desa di Desa Krembung. Keempat, adanya struktur yang baik didukung atau disusun oleh struktur
birokrasi. Misalnya membangun pola hubungan yang positif yang selaras dengan tanggung jawab masing-masing perangkat
desa atau meja kerja. Memiliki kerangka birokrasi yang jelas dan adanya dukungan yang kuat dari wakil-wakil pemerintah.
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